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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian intern melalui validasi 

data penerima bantuan sosial dan hibah dengan e-bantu sohib (elektronik bantuan 

sosial dan hibah). Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif studi kasus (case study research). 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa validasi data secara 

manual yang dilakukan oleh BPPKAD Probolinggo dengan membandingkan data dari 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan data di Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan proses penting untuk memastikan 

keakuratan dan kesesuaian data penerima bantuan sosial dan hibah. Melalui standar 

operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial dan 

hibah di Kota Probolinggo yang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat 

kendala terkait banyaknya alamat penerima bantuan sosial dan hibah yang tidak 

lengkap, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi 

penyebabnya. 

Validasi data yang dilakukan secara berjenjang memastikan bahwa setiap data 

yang diinput dan diverifikasi melalui berbagai tingkat pemeriksaan, mulai dari operator 

di SKPD hingga pejabat di BPPKAD. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas data, 

tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan 

sosial dan hibah. 

Kata Kunci: pengendalian intern, bantuan sosial, hibah.



ABSTRACT 

 

This research aims to describe internal control through validating data on recipients of social 

assistance and grants with e-help sohib (electronic social assistance and grants). The research 

design in this study uses a qualitative case study method (case study research). 

 

Based on the results of data analysis, it shows that manual data validation carried out by 

BPPKAD Probolinggo by comparing data from Regional Work Units (SKPD) with data in the 

Regional Development Information System (SIPD) is an important process to ensure the 

accuracy and suitability of data on recipients of social assistance and grants . Through 

standard operating procedures (SOP) in managing data on recipients of social assistance and 

grants in Probolinggo City which has been running well, although there are still obstacles 

related to the incomplete addresses of many recipients of social assistance and grants, it is 

necessary to carry out further evaluation to identify the cause. 

 

Data validation carried out in stages ensures that every data inputted and verified goes through 

various levels of inspection, starting from operators at SKPD to officials at BPPKAD. This not 

only improves data quality, but also strengthens transparency and accountability in the 

management of social assistance and grants. 

 

Keywords: internal control, social assistance, grants. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mempunyai 

tujuan salah satunya yaitu untuk menjamin kesejahteraan dari setiap 

penduduknya. Kesejahteraan tersebut akan memberikan dampak 

pengaruh yang cukup signifikan pada berbagai bidang seperti 

ekonomi, sosial dan politik. Tolak ukur kesejahteraan salah satunya 

dapat di ukur dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, rumah yang 

layak huni, kebutuhan akan makanan dan minuman, dan lain 

sebagainya.  

Selain dari kesejahteraan, kemiskinan juga perlu untuk dijamin 

agar dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Oleh 

karenanya berbagai upaya yang telah dilakukan negara dalam hal ini 

dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas angka kemiskinan. 

Cara yang dilakukan seperti melakukan berbagai program bantuan 

sosial kepada masyarakat yang dalam hal ini sangat memerlukan 

bantuan. 

Bantuan sosial yang di berikan pemerintah bukanlah hal yang 

baru dilakukan kepada masyarakat (Rahmansyah et al, 2020). Upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung ataupun tidak 

memiliki hubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan penyedia 



2 
 

 
 

pelayanan sosial dan penyaluran bantuan keuangan menurut Habibulah 

(2010). 

Kebijakan yang menyangkut kesejahteraan yang meliputi kualitas 

hidup dan mengarahkan pada pemberian pelayanan pada masyarakat 

secara menyeluruh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat (Retnaningsih, 2020). Upaya yang dilakukan pemerintah agar 

dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 

dengan pemberian beragam bantuan berupa pelayanan dan program 

subsidi sosial. Dalam penyaluran tersebut memerlukan data penerima 

bantuan sosial, yang mana data tersebut diperoleh dari sistem pusat. 

Pada sistem masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial 

adalah masyarakat menengah kebawah atau dalam kategori miskin, tetapi 

ada kesalahan pada saat menginput yang menjadikan data penerima 

bantuan sosial masyarakat campuran yaitu masyarakat yang terbilang 

cukup mampu. Hal tersebut menjadikannya bantuan sosial menjadi tidak 

tepat sasaran. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi di yakini juga dapat membantu kegiatan masyarakat dalam 

berbagai bidang seperti pada pelayanan publik dan pemerintah.  

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah memanfaatkan 

teknologi untuk mengembangkan serta menghadirkan pelayanan yang 

lebih efektif dan efisien. Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 

SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. 



 

Serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, untuk 

memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah 

kepada masyarakat. 

Fenomena yang terjadi pada Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo adalah pada system 

pengelolaan daerah atau SIPD terjadi kerugian dari pihak intern 

pemerintah karena data tidak valid dengan semestinya. Diketahui bahwa 

penganggaran belanja bantuan sosial masih ditemukan permasalahan, 

yaitu sebagian daftar penerima bantuan sosial masih belum dilengkapi 

alamat penerima. Dari 10.405 daftar penerima bantuan sosial ada sekitar 

2.042 data penerima yang belum lengkap alamatnya.  Kurang cermatnya 

pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam menyusun RKA APBD, 

Kurangnya perhatian pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam 

mengusulkan standar satuan harga dimana mereka mengusulkan standar 

satuan harga pada akhir waktu input Renja sehingga menyebabkan 

lambatnya input renja, dan kurang cermatnya PPTK dalam memilih kode 

rekening belanja sehingga menyebabkan kesalahan dalam memilih kode 

rekening. Serta tidak samanya rekap belanja Hibah dan Bantuan Sosial di 

Lampiran Penjabaran APBD dengan Ringkasan APBD.  

Berdasarkan hasil monitoring pada bantuan berupa hibah dan 

bantuan sosial pada APBD Tahun Anggaran 2023 Kota Probolinggo, 

terdapat beberapa permasalahan terkait penganggaran belanja bantuan 

sosial. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah sebagian daftar 



 

penerima bantuan sosial masih belum dilengkapi dengan alamat 

penerima. Rinciannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Permasalahan data penerima bantuan social dan 
hibah 

Permasalahan Jumlah 

Alamat ditulis nol (0) 3 

Alamat ditulis titik (.) 1 

Alamat ditulis tanda tanya (?) 7 

Alamat ditulis NIK 33 

Alamat ditulis nama kelurahan saja 1977 

Tidak ditulis alamat 21 

Sumber : BPPKAD Kota Probolinggo 

   Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait system 

pengendalian dan informasi validasi data bantuan social dan hibah yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Lathifah (2018) yang menunjukkan bahwa 

penerapan aplikasi JASMAS memiliki beberapa kelemahan, terutama 

dalam hal kurangnya kontrol dalam penyesuaian antara Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) dengan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Dana Hibah (SPJ). Nurwani (2018) menunjukkan hasil 

terdapat kelemahan dalam dua unsur kegiatan pengendalian, yaitu 

pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan pencatatan yang 

akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Pada unsur 

pemantauan juga terdapat kelemahan dalam dua sub unsur, yaitu 

pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. 

Julianto (2021) memberikan hasil jika Aplikasi pengelolaan data 

bantuan sosial di kelurahan argasunya adalah aplikasi yang membantu 

menyelesaikan masalah dalam proses pendataan masyarakan penerima 

bantuan sosial, mempermudah dalam proses pencarian data masyarakat, 

membantu pihak kelurahan argasunya dalam penyimpanan data 

masyarakat. Penelitian lain Manoppo (2022) menunjukkan hasil bahwa 



 

Strategi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih 

terdapat kendala seperti keluarga yang sebenarnya mampu namun masih 

terdaftar dalam DTKS, dan sebaliknya. Ratnasari (2022) menjelaskan 

Sistem Infromasi Penajuan Bantuan Sosial berbasis web dapat 

diimplementasikan sebagai media pengaduan masyarakat.  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sutama 

(2016) mengatakan bahwa validasi mengacu pada suatu kebenaran atau 

proposisi yang dihasilkan oleh penelitian. Anggraini (2017:14) 

mengatakan informasi adalah informasi yang diolah sedemikian rupa 

sehingga menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya dan 

ketidakpastian dalam keputusan situasi. Sistem pengendalian pada 

validasi data diperlukan untuk setiap pengelolaan informasi terutama pada 

data penerima bantuan sosial dan hibah yang telah peneliti lakukan.  

Penerapan E-Government dalam rangka mewujudkan Smart 

Government merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan 

meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemerintahan secara keseluruhan 

(Sari, 2022). Menurut Said (2007) inovasi dimaknai sebagai peralihan dari 

prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen tradisional atau 



 

pergeseran dari bentuk organisasi yang lama dan memberi pengaruh 

yang siginifikan terhadap cara sebuah manajemen yang dijalankan. 

inovasi tidak hanya terkait dengan pembaharuan dalam aspek teknologi 

atau peralatan baru saja. Inovasi juga mencakup perubahan dalam 

lingkup yang lebih luas, seperti produk, proses, dan bentuk layanan yang 

menunjukkan adanya perubahan dalam praktik penyelenggaraan suatu 

organisasi. 

Melihat permasalahan yang dihadapi tersebut peneliti berencana 

akan membuat langkah inovasi melalui penyusunan Aplikasi E-Bantu 

Sohib. Aplikasi ini menyediakan data penerima bantuan sosial dan hibah 

mulai dari proposal, nama, alamat hingga nominal anggarannya.  Selain 

itu, alasan dari peneliti mengambil topik terkait pengendalian intern pada 

validasi data penerima bantuan social dan hibah ini sebagai 

pengembangan pada proses validasi data bantuan social dan hibah 

melalui aplikasi baru yaitu E-Sohib. Dengan pengembangan ini di 

harapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada 

pemerintahan Probolinggo. Pengembangan ini dilakukan sebagai bentuk 

upaya pengendalian intern agar tidak terjadi kerugian kembali dan 

penerima bantuan social dan hibah dapat tersalurkan dengan baik serta 

sesuai dengan data penerimanya. 

Menyikapi hal tersebut, pengembangan pengendalian ini agar dapat 

mensejahterakan penerima bantuan social dan hibah agar berjalan 

dengan lancar. Serta dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah 

Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya dengan teliti, dan cepat.  

Sehingga baik dari penerima bantuan social dan hibah dapat 



 

tersampaikan dengan tepat maupun dari pihak aparat pemerintah juga 

dapat menyusun laporan terkait bantuan social dan hibah dengan baik 

dan benar. Pejabat punyusun anggaran pada SKPD dan penginput renja 

juga dapat mengevaluasi dari data-data usulan yang di lampirkan untuk 

dapat diproses dengan cermat dan tepat agar tidak terjadi  penyimpangan 

lagi pada rekap belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lampiran 

Penjabaran APBD dengan Ringkasan APBD. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan 

maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan 

judul “Pengendalian Intern melalui Validasi Data Penerima Bantuan 

Sosial dan Hibah Dengan e-Bantu Sohib (Elektronik Bantuan Sosial 

Dan Hibah)”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka focus penelitian 

dari permasalahan diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi validasi data penerima bantuan sosial dan 

hibah dengan menggunakan E-bantu Sohib dapat meningkatkan 

efisien pengendalian intern di BPKAD Probolinggo? 

2. Apa saja factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan validasi data 

melalui E-bantu Sohib dalam pengendalian intern di konteks penerima 

bantuan social dan Bantuan Sosial? 

3. Bagaimana evaluasi efektivitas pengendalian intern setelah 

menerapkan system validasi data dengan E-bantu Sohib pada proses 

penerima bantuan sosial dan hibah? 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang telah di kemukakan diatas, 

maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi validasi data 

penerima bantuan sosial dan hibah dengan menggunakan E-bantu 

Sohib yang dapat meningkatkan efisien pengendalian intern di BPKAD 

Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

validasi data melalui E-bantu Sohib dalam pengendalian intern di 

konteks penerima bantuan social dan Bantuan Sosial. 

3. Untuk menganalisis evaluasi efektivitas pengendalian intern setelah 

menerapkan system validasi data dengan E-bantu Sohib pada proses 

penerima bantuan sosial dan hibah. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Mahasiswa  

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

validasi data penerima bantuan social dan hibah dengan e- bantu 

sohib. 

2. Bagi Pascasarjana / Universitas  

Sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya di masa yang akan datang. 

3. Bagi Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  



 

Sebagai sumbangan informasi yang dapat digunakan untuk 

mempermudah penyusunan Surat Keputusan Wali Kota Tentang Daftar 

Penerima Bantuan Sosial dan Hibah. 

4. Bagi Masyarakat 

Sebagai Informasi terkait penerimaan bantuan sosial dan hibah kepada pihak 

yang menerima bantuan 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa validasi data secara manual yang dilakukan oleh 

BPPKAD Probolinggo dengan membandingkan data dari Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan data di Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan proses penting untuk 

memastikan keakuratan dan kesesuaian data penerima bantuan 

sosial dan hibah. Melalui standar operasional prosedur (SOP) dalam 

pengelolaan data penerima bantuan sosial dan hibah di Kota 

Probolinggo yang telah berjalan dengan baik, meskipun masih 

terdapat kendala terkait banyaknya alamat penerima bantuan sosial 

dan hibah yang tidak lengkap, maka perlu dilakukan evaluasi lebih 

lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya. Ketidaklengkapan 

alamat pada daftar penerima bantuan sosial ini dapat menyebabkan 

masalah dalam pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, inovasi yang di lakukan 

adalah dengan menggunakan Aplikasi e-Bantu Sohib. Aplikasi 

tersebut merupakan aplikasi berbasis web yang menyajikan 

rekapitulasi data daftar penerima bantuan sosial dan hibah, data ini 

merupakan sumber data dalam penyusunan Surat Keputusan Wali 

Kota Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Hibah. Dengan 

aplikasi ini diharapkan dapat meningkatan kualitas layanan 
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pemerintah berbasis elektronik, meningkatan penerapan tata 

laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang 

tujuan pentingnya sebagai upaya modernisasi dan transformasi 

pelayanan public. 

Validasi data yang dilakukan secara berjenjang memastikan 

bahwa setiap data yang diinput dan diverifikasi melalui berbagai 

tingkat pemeriksaan, mulai dari operator di SKPD hingga pejabat di 

BPPKAD. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga 

memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

bantuan sosial dan hibah. Serta keberhasilan dalam proses validasi 

data di BPPKAD Kota Probolinggo sangat bergantung pada peran 

serta komitmen dari berbagai pihak yang terlibat, terutama operator 

di SKPD teknis dan pimpinan SKPD. Dengan memperkuat peran dan 

komitmen operator dan pimpinan SKPD, serta mendukung mereka 

dengan pelatihan, penghargaan, komunikasi yang baik, dan 

teknologi yang tepat, BPPKAD Kota Probolinggo dapat mencapai 

keberhasilan yang lebih besar dalam validasi data bansos dan hibah. 
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6.2 Saran 

Beberapa keterbatasan dapat mempengaruhi hasil penelitian dan dapat 

dijadikan bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Beberapa saran 

dari hasil penelitian ini antara lain adalah: 

1. Menambahkan sampel penelitian,  dalam penelitian ini  hanya 

pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sehingga untuk penelitian 

selanjutnya dapat memperluas objek penelitian. 

2. Menambahkan fokus penelitian seperti pada sistem 

pengendalian data untuk menganalisis dana bantuan sosial dan 

hibah yang di kelola, sistem informasi pengajuan bantuan sosial 

dan hibah, dan kinerja dari sistem pengendalian yang digunakan 

untuk mengelola data bantuan sosial dan hibah. 
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